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Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah
transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan
penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana
UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab Nama H”Wf Nama
Latin

Tidak dilambangkan

- Syin SY Es dan Ye

- > S| ibavamys)
RN -
SRRy
e e |




. ‘AR . Koma terbalik di
atasnya

¢ Ghain GH Ge dan Ha
Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O En

We

3. Mad dilambangkan dengan 4, 7, dan &. Contoh:

Ula J ol
stirah 3)32
Dha 9
Iman Ole;

Vi




Fi ¢

Kitab s
sihab e
Juman Olex

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

6. Penulisan alifmagsiirah (<) yang diawali dengan baris
fathah ( < ) ditulis dengan lambang a. Contonh:

hatta &

mada ey

Kubra &S
Mustafd iz

vii



7. Penulisan alif mangiisah (s) yang diawali dengan baris

Radi al-Din ol Gy
al-Misr Spad

8. Penulisan 3 (ta’ marbiitah)
Bentuk penulisan & (ta* marbatah) terdapat dalam tiga bentuk,
yaitu:
a) Apabila ® (ta’ marbatah) terdapat dalam satu Kata,
dilambangkan dengan »

Do

kata, yaitu sifat

dengan “a”. Cor

Asad L
b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan
“ <> Contoh:
Mas’alah dle.

10. Penulisan s (hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr e ol Al
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al-istidrak Az

v

kutub igtanat’ha Lzl ™

11. Penulisan syaddah atau tasydid
Penulisan syaddah bagi konsonan waw (s) dilambangkan
dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan ya’(y)
dilambangkan dengan “yy” (dua huruf'y). Contoh:

12. Penulisan 3
Penulisan A

| 9 : ‘al” baik pada J
shamsiyyah maupun J' gamariyyah. Contoh:

al-asl o
al-athar LGV
Abu al-Wafa’ UV
Maktabat al-Nahdah al- . R
Misriyyah e gl a5
bi al-tamam wa al-kamal JLs" Iy pladll




Abt al-Layth al-Samarqandi G4 el Gl )

Kecuali: Ketika huruf J berjumpa dengan huruf J di
depannya, tanpa huruf alif ('), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbayni (il

13. Penggunaan “ ' ” untuk membedakan antara - (dal) dan <
(ta) yang beriringan dengan huruf dengan huruf > (dh) dan
< (th). Contoh:
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ABSTRAK

Judul Tesis . Larangan Pernikahan Warga Desa Blang
Bladeh Dengan Warga Desa Blang Kuala
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Kecamatan =~ Meukek  Kabupaten  Aceh

Selatan)
Nama/NIM - M. Farel Alfarizi /231010004
Pembimbing | . Prof. Muhammad Siddig, M.H., Ph.D

Pembimbing Il : Dr. Irwa . M.Ag, M.H
Kata Kunci  Lg Sumpah, Raja, Hukum

Larangan Blang Bladeh
pal saat ini.
I dengan
yaitu: (1)
\ han antara
warga d h JdERges \V: Kuala? (2)

alim ulama

Blang Bladeh
dengan war¥ g angan hukum
Islam terhadd 3 nikaham=yre 2. Blang Bladeh
dengan warga elitian ini adalah
kualitatif, penelitian : mendeskripsikan

fenomena social dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian
dengan secara holistik. Pengumpulan daia menggunakain teknik
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa, (1) Larangan pernikahan yang terjadi antara warga desa
Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala ialah tradisi orang tua
terdahulu yang melarangnya. Orang tua terdahulu melarang
pernikahan tersebut karena ada sumpah raja yang melarangnya.
Dalam pandangan masyarakat, seseorang yang melanggar larangan
pernikahan tersebut akan mengakibatkan meninggal dunia salah

Xiii



satunya, atau keluarga tidak harmonis. (2) Pendapat tokoh
masyarakat, tokoh adat, dan alim ulama terbagi dua. Pertama, ada
yang percaya dan menjalankan tradisi larangan pernikahan tersebut.
Kedua, tidak percaya kepada larangan pernikahan tersebut dengan
alasan bertentangan dengan hukum Islam. (3) Larangan pernikahan
warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala, tidak
termasuk kepada larangan pernikahan yang diatur dalam hukum
Islam. Larangan pernikahan karena sumpah orang terdahulu tidak
bisa dijadikan hujjah. Dalam Islam setiap kesalahan dan dosa di
tanggung oleh masing-masing masuk kesalahan dan dosa orang
terdahulu. Sedangkag jadi pada setiap manusia
bukanlah karena me an tersebut, melainkan
karena takdi jauh sebelum
dilahirkan }
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ABSTRACT

Thesis Title . Marriage Prohibition of Blang Bladeh
Villagers With Residents of Blang Kuala
Village in the Perspective of Islamic Law
(Case Study of Meukek District, South Aceh

Regency)
Name/ID © M. Farel Alfarizi /231010004
Supervisor | : Prof. Muhammad Siddig, M.H., Ph.D.
Supervisor 11 aNsyc M.H
Keywords | v iie), Oath, King, Islamic

The marrig , atween F i villagers and

prohibitio
villagers?

Blang Kuala
the marriage
uala villagers?

1 v'":';;---;ﬂ"

social phenomena In"tMe e subject of research
holistically. Data collection using interview and documentation
techiniques. The resulis of this study explain that, (1) The mairiage
ban that occurs between Blang Bladeh villagers and Blang Kuala
villagers is the tradition of previous ancestors who forbade it. The
previous ancestors forbade the marriage because there was a king's
oath that forbade it. In the view of the community, someone who
violates the marriage ban will result in the death of one of them, or
the family will have an impact not harmonious. (2) The opinions of
community leaders, traditional leaders, and religious scholars are
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divided into two. First, there are those who believe and practice the
tradition of the marriage ban. Second, they do not believe in the
marriage ban on the grounds that it is contrary to Islamic law. (3)
The marriage prohibition of Blang Bladeh villagers with Blang
Kuala villagers is not included in the marriage prohibition regulated
in Islamic law. The prohibition of marriage because of the oath of
the previous person cannot be used as evidence. In Islam, every
mistake and sin is horne by each, including the mistakes and sins of
the previous person. Meanwhile, the death that occurs in every
human being is not due to vigkéillgg the marriage ban, but because
of the destiny that hae Allah SWT long before
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam tentunya tidak ada larangan pernikahan karena
sumpah atau sejarah orang tua terdahulu, namun ada beberapa hal
yang menyebabkan pernikahan dalam Islam itu dilarang, diantaranya
adanya hubungan perkawinan, hubungan persusuan, mengumpulkan
dua orang perempuan yang bersaudara, baik saudara kandung,
seayah, seibu, atau saudara segersusuan, wanita yang ada dalam
ikatan perkawinan dengag Mo haram dinikahi oleh seorang
laki-laki, wanita yag gdahnya, dan menikahi

Artinya:“Diharamkan at@aS kamu (mengawini) ibu-
ibumu,anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu
yang perempuan, anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak
perempuan dari  saudara-saudaramu  yang

1 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Dari Fikih Hukum Islam Hingga
Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi
Aksara Books, 2016), him. 13-26.



perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu,
saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak istrimu yang dalam
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak
berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah
terjadi pada hasa Iampau sesungguhnya Allah

perempuan
i 3 Tafsir Al-
Qur’anu ) Mut asbhi Ash-
ing haram
ira-saudara
fara’Sepersusuan.
flarah. Ketika
janita tersebut
seorang ibu yang
ak dari seorang ibu
Ll . grRan untuk dinikahi.®
Namun dalam kenyataan yang terjadi di dua desa di kecamatan
Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yaitu desa Blang Bladeh dengan
desa Blang Kuala, terdapat masalah larangan pernikahan yang tidak
sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu larangan pernikahan
karena sumpah raja dahulu yang mengatakan :

2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Qs.An Nisa ayat 23
® Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur,
(Jakarta : Cakrawala Publishing,2011), Cet.1, him. 510.
2



“Awak nyoe mandum loen harap bek na le ikatan kawen meukawen
dengoen awak Blang Kuala sampek meuaneuk cucoe, nyoe cukop
lon yang rasa, bek sampe na le hubungan kawen meukawen ngoen
awak Blang Kuala”
“Kalian semua saya harap jangan ada lagi hubungan nikah-
menikah dengan warga Blang Kuala sampai beranak cucu, ini cukup
aku yang rasa, jangan sampai ada lagi hubungan nikah menikah
dengan warga Blang Kuala” 4

Sumpah tersebut merupakan sumpah Raja dari desa Blang
Bladeh, yang melarang rakyatg tuk menikah dengan warga dari
desa Blang Kuala, W Jibunuh oleh suaminya
yang merupakan kd . Jlang Kuala.® Jika ada

menjadik ang.® Sampai

saat ini w Blang Kuala
melarang am hubungan
persaudaraan 1

4 Wawancara dengan TgK.
tanggal 7 Juni 2024
° Kisah tersebut terjadi pada zaman dahulu. Seorang pemuda Keturunan raja

dari desa Blang Kuala, menikahi seorang putri raja yang berasal dari desa Blang
Bladeh bernama Nyak Umi. Setelah pernikahan, Nyak Umi sering dikunjungi oleh
saudara laki-laki suaminya ketika dia pergi, sehingga suami Nyak Umi
berprasangka buruk dan cemburu. Sifat kecemburuan itu membuat suami Nyak
Umi merancang sebuah rencana dan menebas kepala istrinya dengan sabit padi
hingga meninggal.

6 Wawancara dengan Tgk. Hamdan sebagai Imam Chik desa Blang Bladeh,
tanggal 4 Juni 2024

" Wawancara Pak Irma Suryadi, Tokoh adat desa Blang Kuala Tanggal 24
September 2024

bagai Imam Chik Desa Blang Kuala,

3



Kepercayaan masyarakat setempat melarang warga Blang
Bladeh dengan warga Blang Kuala menikah. Hal ini dikarenakan
mereka percaya pada sumpah raja, bahwa jika seorang warga desa
Blang Bladeh menikah dengan warga desa Blang Kuala, maka akan
ada yang meninggal, atau pernikahan tersebut tidak akan bahagia
dan tidak akan langgeng. Sumpah itulah yang sangat ditakuti oleh
masyarakat, sehingga menghindari pernikahan tersebut bahkan
sampai saat ini. Di antara masyarakat Blang Bladeh dan Blang Kuala
yang pernah melakukan pernikahan, yaitu Mulyadi dengan Masni
pada tahun 2001, setelah bep#f@ga tahun menikah Mulyadi yang
berasal dari desa Blga &l dunia. Kemudian pada
dengan Pokar, tidak
eninggal. Pada
lariati, setelah
Kdesa Blang

berlangsung
tahun 2014

Empercayai

sumpah Ja saat ini.
Kedua @ Utih; ikarenakan
mereka p pernikahan
tersebut, idup mereka,

bahagia. Pand?
Desa Blang Bl
praktik-praktik ¢ aman sudah modern,
larangan pernikahan antara desa Blang Bladeh dan Blang Kuala
masih dipercayai oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Meukek.®

Hukum Islam ialah hukum yang mengarahkan kepada
kebenaran dan memberikan petunjuk kepada umatnya, peran ulama
juga sangat penting bagi umat untuk mengatasi permasalahan dalam

8 Wawancara dengan Bapak Massuid, Tokoh masyarakat desa Blang
Kuala, Tanggal 5 Juni 2024

® Afria Masda, Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang
Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh, (skripsi, fakultas ushuluddin dan filsafat
UIN Ar Raniry,Banda Aceh), him. 5.
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agama yang tidak diketahui hukumnya oleh masyarakat biasa.
Dalam hal ini, penulis ingin meneliti tentang larangan pernikahan
masyarakat Blang Bladeh dengan masyarakat Blang Kuala, dari
perspektif hukum Islam, di mana pandangan setiap orang tentang
larangan tersebut masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat
menganggap mitos dan sebagian lainnya mempercayai hal itu. Oleh
sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan
penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul
“Larangan Pernikahan Warga Desa Blang Bladeh Dengan Warga
Desa Blang Kuala Perspg Hukum Islam (Studi Kasus
Kecamatan Meukek "

B. Rumusan }
1. Bagaig eng pernikahan
) desa Blang

alim ulama
ang Bladeh

3. larangan
g warga desa

C. Tujuan Pe
1. Untuk mEQE larangan
pernikahan antara Ve @ lang Bladeh dengan warga

desa Blang Kuala.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat, tokoh adat dan alim
ulama terhadap tradisi larangan pernikahan warga desa Blang
Bladeh dengan desa Blang Kuala.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap larangan
pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa
Blang Kuala.



D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran, tentang dinamika yang terjadi dalam
perkembangan hukum di Indonesia. Khususnya dalam Hukum
Keluarga.

Namun secara khusus, manfaat penelitian ini agar masyarakat
mengetahui hukum sebenarnya, dari tradisi larangan pernikahan
antara warga desa Blang Bladeh dengan desa BRlang Kuala,
mengingat generasi-generasi selanjutnya butuh kepercayaan yang
kuat dari tradisi larangan peri@Ran tersebut, tentunya peran orang
tua dan ulama sangaj ROuktikan keabsahan dari

wloas

Dari segi
yang lebih mendala 3 #Kal Setempat, mengenai
larangan pernikahan antara desa Blang Bladeh dan Blang Kula
dalaim perspekiit hukuim islaim. Penelitian ini juga diharapkai dapat
memberikan pemahaman yang lebih luas, khususnya kepada
masyarakat setempat dalam masalah pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu
melakukan tinjauan pustaka, baik data manual maupun data digital,
untuk menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain
yang berkaitan dengan masalah ini. Hal ini dilakukan untuk

6



memastikan bahwa topik penelitian yang penulis pilih belum pernah
dilakukan oleh peneliti lain, dan tidak terjadi duplikasi penelitian.
Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mencantumkan
hasil-hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Skripsi Afria Masda Mahasiswi Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry dengan judul Filosofi Larangan Pernikahan Antar
Gampong Blang Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh.!® Skripsi
ini membahas sejarah atau filosofis dari penyebah dilarangnya
pernikahan, antara masyarakat desa Blang Bladeh dengan
masyarakat desa Blang Kug Dalam kepercayaan masyarakat
setempat bahwa laragg kJengan sumpah seorang

dikhaw3
Skripsi

sejarah dan filosOTInyd %

Kedua, Tesis Pastabikul Randa Mahasiswa Universitas Islam
Malaing dengan judul Tradisi Larangain Pernikahan Seimairga Dalam
Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam.!* Tesis tersebut
membahas tentang Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku
Melayu, hal ini dikarenakan menurut adat istiadat suku Melayu satu

10 Afria Masda, Filosofi Larangan Pernikahan Antar Gampong Blang
Kuala Dengan Gampong Blang Bladeh, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, 2020.

11 pastabikul Randa, Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku

Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam. Tesis, Universitas Islam Malang, 2023.
7



suku masih dianggap berasal dari satu nenek, yaitu satu ibu, dan
pernikahan antar suku akan mengakibatkan pengusiran dan denda.
Tabu ini telah mencegah banyak anak muda untuk mendapatkan
restu dari orang tua mereka, karena tradisi yang melarang pernikahan
antar suku. Para pemuka adat bersikeras mempertahankan tradisi
larangan pernikahan antarsuku di suku-suku Melayu dengan alasan
untuk meneruskan tradisi leluhur mereka. Tradisi larangan
perkawinan antar marga di suku Melayu dianggap bertentangan
dengan adat, dan konsekuensi yang diberlakukan oleh aturan adat
harus diterima dan denda beryg@Mang atau kambing harus dibayar.
Persamaan judul penelii ighikul Randa yaitu sama-

bersumpah untuk tidak mengizinkan pernikahan antara nenek
Mmoyang Suku lain, dan Keturunan imereK. Jika suimipah tersebut
dilanggar, maka pelanggar dan keturunannya akan dikutuk, dengan
sanksi adat lebih lanjut terhadap pelaku. Namun, tidak semua suku
melarang perkawinan sasotio, dan yang memperbolehkan adalah
suku Piliang Chi Kayo dan seluruh keturunannya di bawah suku

12 Susi Endayani, Larangan Nikah Sasotio (Sumpah Setia) Pada Adat
Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
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Pitpang, Bendang Tujuo dan seluruh keturunannya di bawah suku
Piliang Jiranso (Limabuong), Bendang Magodang dan Mandilyan
serta seluruh keturunannya di bawah suku Piliang Jiranso
(Limabuong), Bendang Magodang dan Mandilyan dan semua
keturunan di bawahnya, dan hanya beberapa suku lainnya. Apabila
antara suku tersebut melanggar larangan nikah sasotio, maka akan
dikenakan sanksi adat, bisa di di usir dari kampung, terhalang
mendapat warisan, dikucilkan dari masyarakat, dan juga hisa terkena
sanksi denda sesuai keputusan pemuka adat. Dalam penelitian Susi
Endayani memiliki kemiripan M@y sama-sama membahas larangan
pernikahan karena suga anulu. Namun perbedaan-
nya terletak di sebal rang. Dalam penelitian
Susi, pernikg ‘ : ang tua dahulu
oga tidak bisa
wan penulis
N sumpah

‘ niversitas
Islam N& Ara e kum Islam
5ha. Penelitian
araan acara

di desa Setia. Ht-attran-masyaraka desa Setia Pahe
Je, Tapanuli Ut
orang Yyang tihgga A 3 idak hanya harus
melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi
mereka juga tidak boleh melangsungkan pernikahan jika
bertentangan dengan adat istiadat leluhur. Faktor-faktor yang
melarang pernikahan adat oleh komunitas Muslim Batak Toba
meliputi: sumpah saudara kandung, terutama dengan marga yang
sama, dua saudara kandung dalam marga yang sama, seorang laki-
laki menikahi anak perempuan bibinya atau sebaliknya,
ketidakmampuan untuk menikah (parivan), (menurut hukum Islam,
semua mahram adalah turun-temurun), janda istri dari leh/ipal yang

9



telah menjadi leh/ipal, anak perempuan dari saudara perempuan
ayah, istri paman, anak perempuan dari keluarga yang sama, saudara
angkat orang tua, menikahi seorang perempuan (janda) yang belum
menyelesaikan masa kehamilannya (9 bulan), istri dari seorang
teman, perempuan yang mengungsi karena tidak cocok dengan
suaminya. Berbeda dengan judul peneliti yang membahas tentang
larangan pernikahan karena sumpah raja terdahulu. Namun
kesamaannya terletak pada sosial masyarakat yang masih tetap
mempercayai dan mentaati dengan setia aturan hukum adat
leluhurnya yang sudah berjalag n temurun.

Kelima, Jurnal gé an Pernikahan Menurut

tertentu, <X
perbudakan, ) ahan—antara ang  perempuan
bersaudara. Kesgniiaan.dala ? ? a-sama membahas
5 3 v slam yang dikaji dari
beberapa dalil Al-quran maupun hadis. Namun bedanya, penelitian
yaig peneliti lakukain meimbahas lebin fuas tentang larangan
pernikahan yang ada dalam adat masyarakat dan bagaimana
pandangannya dalam hukum Islam.

13 Sifa Mulya Nurani dkk, Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi
Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur’an, Jurnal, 2017.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep dasar operasional yang terdapat
dalam penelitian.'* Kerangka teori juga termasuk kerangka yang
menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan juga untuk
merumuskan hipotesis.'® Kerangka teori berfungsi sebagai panduan
utama secara umum dalam penelitian, yang mengarah ke mana
penelitian akan berakhir. Kerangka teori dari penelitian ini adalah
sebagai herikut:

1. Pernikahan

Menurut bahasa, perka ang berasal dari kata - artinya

mengumpulkan, kg digunakan untuk arti
setubuh.*® Defigigi jat adalah akad yang

akad nikah
nimbulkan

iliki banyak
Menurutnya,
syariat untuk
I dan perempuan

pernikahan a8
menghalalkan,

14 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta:
Paradigma, 2005), him. 239 -240.

15 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan strategi, metode, dan
teknik nya, Cet.5, (Jakarta: Rajawali pers, 2011) him. 53.

16 Ibn Qasim al-Ghazi, Fathzd Qarib, Juz 11, (Semarang, Haramain, t.t),
him. 90.

17 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,
('Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), him. 58.

18 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1989), him. 29.
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Yahya Zakariya al-Anshari, pernikahan adalah akad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan melakukan hubungan
seksual, dengan menggunakan lafadz nikah atau yang semakna
dengannya.*® Pandangan ini mirip dengan pandangan Zakia Darajat.
Zakia Darajat mendefinisikan pernikahan sebagai nikah atau tazwij,
atau istilah yang setara, sebagai akad yang mengandung ketentuan
hukum tentang kebolehan hubungan seksual.?°

Salah satu dalil anjuran untuk menikah yaitu terdapat dalam
Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

ng sendirian
ang layak
mu vyang
yang

llah akan
nya. Dan
Maha

Alla
manusiawi
untuk mengik

flengan naluri
sia diciptakan
fsnya. Oleh karena
itu, tujuan per am adalah untuk
memenuhi petunjuk agarré nembangun keluarga yang
harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia dan sejahtera.
Pernikahan hanya mungkin terjadi jika masing-masing
pasangan siap untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan

19 Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab, (Singapura: Sulaiman
Mar*iy, t.t), hm. 30.

20 Zakiah Daradjat, llmu Figh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),
him. 37.

21 Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil

Cipta Media, 2005), Cet, ke-5, him. 406.
12



pernikahan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup bebas
sesuai dengan nalurinya seperti makhluk lainnya, dan untuk secara
bebas menjalin hubungan dengan pria dan wanita tanpa aturan.
Namun, untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia, Allah
telah membuat tuntutan yang sesuai dengan martabat mereka.
Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri
seksual untuk memelihara keturunan dengan baik, menjaga
kehormatan diri, sehingoa manusia tidak menijadi seperti rumput
yang bebas dimakan oleh hewan ternak.??

2. Larangan pernikah
Larangan perg untuk kawin antara
seorang pria dgnge B 2danya hubungan
erhalang untuk
adla hubungan
dersusuan.

tidak sah,

baik darf Para Ulama
telah goan larangan
pernikaha ! pernikahan,

an karena sebab
I atau perempuan
yang dilarang o berdasarkan asal-
usul kosa kata “harama Cmiliki arti tidak boleh atau
terlarang.?*

22 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), him. 125.
23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8,

https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no 1 tahun 1974,

24 Sjfa Mulya Nurani dkk, Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi
Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur’an, Jurnal Hukum Pelita, Vol.
2No. 2(2021): November 2021, him. 48.
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Larangan pernikahan terbagi dalam dua macam, yaitu larangan
pernikahan yang berlaku selama-lamanya, dalam artian tidak bisa
melakukan pernikahan sampai kapan pun dan dalam keadaan
apapun. Ini disebut dengan mahram muabbad. Ada juga larangan
pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam artian
larangan pernikahan ini hanya berlaku dalam keadaan dan kondisi
tertentu, jika keadaan dan kondisi telah berubah maka sudah tidak
menjadi haram. Ini disebut dengan mahram muaqaat.?® | arangan
pernikahan mempunyai aspek hukum yang sangat kuat, sehingga
jika masih dilanggar maka nilsiaya dianggap batal atau tidak sah.
Walaupun diantara gge aiita sudah berkeyakinan
penuh untuk menik ATF ersebut akan menjadi
penghalang bj

perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-
laki, waniia yang belum selesai imasa iddahiya, dain menikahi
dengan pezina selagi ia belum taubat.?’

%5 Sofyan Hasan, Hukum Keluarga Dalam Islam, (Malang: Setara Press,
2018), him. 41.

%Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), him.78.

2 Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Dari Fikih Hukum Islam Hingga
Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: Lintang Rasi
Aksara Books, 2016), him. 13-26.
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Dalam Al-Qur’an dijelaskan macam-macam pasangan/wanita
yang tidak boleh dinikahi oleh kaum laki-laki, penjelasan tersebut
tercantum dalam Al- Qur’an surat An Nisa ayat 23'

'CNT 5 //jb w}a 5 a;/. . "LJ ‘;‘ri‘l“”‘f}’
M@A v&:" L \vﬁ.@.s 231 S
J ok e ”’d‘vﬁwwvff*@@‘ﬁgﬁ”ég’
é‘*ﬁw;ﬁ#‘éb“‘ C&%&«JM} FES

e Y‘ ij.;u U/Tj

ini) ibu-ibumu,
3 saudara-
ara- saudara

anak-anak
' yang
| kamu,
O U-1bu istrimu

ang  dalam
telah  kamu
campur dengan
aikan), maka tidak
(dan diharamkan
kandungmu (menantu),
dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah
terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat diatas bisa kita simpulkan beberapa golongan wanita
yang tidak boleh dinikahi, yaitu ibu kandung, anak perempuan
kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah dan ibu,
anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara
perempuan, ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Dalam Tafsir
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Al-Qur’anul Madjid An-Nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-
shiddieqy, dijelaskan bahwa saudara sepersusuan yang haram
dinikahi termasuk Ibu yang menyusui dan saudara-saudara
sepersusuan. Allah mengharamkan pernikahan akibat persusuan
sama dengan garis keturunan (hubungan darah). Bila seorang anak
disusui oleh seorang perempuan, maka status perempuan itu menjadi
ibunya. Demikian pula suami ibu yang menyusui, juga status sebagai
ayahnya, sedangkan anak-anak dari ibu yang menyusui juga menjadi
saudaranya yang dilarang untuk ia nikahi.?®

0 Blang Bladeh dengan
gayal oleh masyarakat

, contohnya
younaan kata
fra kedua kata
Jang berbeda.?®
flat secara umum
diterapkan di se hab Hanafiyah dan
Malikiyyah. Ulama Hanarly§ah memggunakan istihsan dan ijtihad,
dan salah satu bentuk istihsan adalah istihsan al-Urf (istihsan yang
bersandar pada Urf). Ulama Hanafiyyah mendahulukan Urf daripada
giyas kahfi dan mendahulukan Urf daripada nash secara umum.
Mazhab Malikiyyah mengutamakan Urf dengan menggunakan
tradisi yang hidup di kalangan masyarakat Madinah sebagai dasar

tersebut tida
Menurut pand

para ulama; 1UWrf atd

28 Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur,
him.510

29 Amir Syarifuddin, Ushal Figh II, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana llmu,
2001), him. 364.
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untuk menentukan hukum. Ulama Syafi'iyah, di sisi lain
menggunakan 'Urf secara ekstensif, dalam hal-hal di mana mereka
tidak menemukan ketentuan yang membatasi dalam syariah atau
dalam penggunaan bahasa.*

Dasar pemikiran yang digunakan masyarakat dalam menentu-
kan adat istiadat dan pantangan budaya adalah kepercayaan para
pendahulu dan tetua mereka, yang terus diwariskan kepada generasi
berikutnya. Banyak di antara mereka yang mengikuti begitu saja.
Dalam kaidah fighiyah juga disebut dengan:

I Soes a3lal

fdapat dijadikan dasar

yarakat (adat),
sebagaima : : 2 pat Islam bisa
erengkan
am bentuk
dianggap
ransyara’,

bhahwa
realitas,

dan apa
larangan s
berarti me clan- tradisim AN yang sama
dengan huk®
Secara dapa J 2 bagian. Pertama,

‘Urf sahih adala ! s ! oleh seluruh umat
manusia, tidak bertelTage an hukum syara’, tidak
menghalalkan yang haram, dan tidak mengingkari kewajiban.
Sebagai contoh, orang-orang saling memahami tentang akad dan
tentang pembagian mahar (al-mahar) menjadi mahar pertama dan
kedua. Kedua, Urf fasid adalah praktik yang diketahui manusia yang

%0 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan
Fleksibilitasnya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 80.

31 Abi Haris Al-Ghazi, W4jz Fai Idhehi al-Qawaidh/ al-Fighiyats
alKulliyezh, (Bairud: Muassasah Risalah, 1996), him. 270

32 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam,
(Jakarta Timur : Khalifa, 2004), him. 513.
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bertentangan dengan hukum syariat, menghalalkan yang haram dan
mengingkari kewajiban. Ini adalah pemahaman manusia tentang apa
yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat, misalnya kontrak
manusia dalam perjudian.®

Para ulama mendasarkan al-’Urf pada Surat al-A’raf ayat 199:

Gl 2 o s Al 2l el s
Artinya:”Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada
yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang

bodoh.”
Menurut al-Suyug

Syaikh Yasin bin Isa al-

a2 yang dimaksud
variat. Namun,

oleh Nabi

8 haA(Qs8 iman dan
kasar ak 3 ) disebutkan
dalam ayatee slainkan sebuah
cara dak g J ; abi terhadap
mereka. Ahdul Karim Zaidan- enariih ? al-'Urf yang
dimaksud da .'.n telah diketahui
nilainya yang bd usnuh wa wajaba

fi'luh).®

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi
Muhammad untuk memerintahkan umatnya untuk mengikuti
tradisinya.>® Beberapa ulama telah menyatakan bahwa mayoritas
masalah dalam furu’iyah bersumber dari ayat ini. Salah satunya
adalah al-Qarafi, yang menyatakan. “Apa yang telah menjadi

33 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Figh,
terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), him.131.

34 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh, Muassasah al-Risalah,
vol. 11X, 2001, him. 254.

3 Ibnu ‘Abidin, Muraji' Sabiq, him. 113.
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kebiasaan menentukan makna yang jelas dari ayat tersebut, kecuali
jika ada penjelasannya”.®®

Dalam perkembangannya, al-Urf kemudian digunakan secara
umum dalam arti tradisi, yang tentu saja mencakup tradisi yang baik
(al-urf al-sahih) dan tradisi yang buruk (al-urf al-fasid). Dalam
konteks ini, tentu saja, al-maruf berarti segala sesuatu yang sesuai
dengan tradisi yang baik. Baik di sini berarti mengikuti tuntunan
wahyu, dan amr bi al-maruf berarti memerintahkan sesama manusia,
untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang baik yang
konsisten dengan nilai-nilai

asyarakat merupakan
kondisi lingkungan

tradisi
tentang ) , h istri-istri
kalian ; W b ang suami

elemen penting dalam 18 ANG fm Islam, bahkan menjadi
bagian yang tak terpisahkan dari lahirnya al-Qur'an yang diturunkan
melalui Nabi Muhamimad SAW. Naimun pasca sahabat, dinamika
ijtihad hukum di kalangan umat Islam mulai mengurangi masuknya
al-'Urf sebagai sumber hukum Islam. Kalaupun ada ulama yang

3 Al-Qarafi, (al-Furuq) 3/149, Bairut: ‘Alimul-Kutub, tt.
% Rijal Mumazziq, Posisi Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam,
JURNAL FALASIFA. Vol. 2 No. 2 September 2011, him. 134.
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menggunakan al-'Urf sebagai sumber hukum Islam, hal itu hanya
dalam kondisi yang begitu kompleks dan rumit.®

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk memperoleh
pengetahuan yang akurat, yang dilakukan secara sistematis dengan
menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,
mengembangkan, dan mengoreksi atau membuktikan kebenaran

pengetahuan ilmiah yang telah ada.*

A. Pendekatan dan Sifat Pegelitian

Penelitian ini pendekatan kualitatif dan
bentuk penelitian ig gngan (field research),
1D | lapangan berupa

Penelitian

ini dipil am situasi
sosial, mengapa
perkawi apa yang
menjadi 8 3 3 kum Islam

menjelaskan sé asan tersebut bisa
berupa bahasa ga bertujuan untuk
memahami fenomena dan aMy ditemukan dalam penelitian
berbasis bukti, bidang, atau fakta sosial yang ada. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bukan dalam bentuk angka,
tetapi berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen

% Rijal Mumazziq, Posisi Al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam,
JURNAL FALASIFA. Vol. 2 No. 2 September 2011, him. 134.

3% Moh. Kasiram, Metode Penelitian, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008),
him. 29.
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pribadi, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.*® Pemilihan
pendekatan penelitian ini dimaksud karena penelitian ini dilakukan
pada kondisi alamiah, yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya di
Desa Blang Bladeh dan Desa Blang Kuala.

B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian yuridis
empiris atau yang disebut penelitian lapangan, yaitu kajian terhadap
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi di
masyarakat. Penelitian yuridisgempiris adalah penelitian hukum
mengenai penerapan kelegi m normatif, dalam tindakan
pada setiap peristiwg jadi dalam masyarakat.
Dengan kata Jai ittaiy yang dilakukan
i, yang ada di
sgetahul  dan
lah data-
parah pada
pemecahan

D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari masyarakat (lapangan).
Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari
masyarakat Desa Blang Bladeh dan Blang Kuala.

40Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), him. 5.

41 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar
Grafika, 2002), him. 15.
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Diantaranya 5 orang Tokoh Masyarakat, 3 orang Tokoh
Adat, 4 orang tokoh Alim Ulama, dan 1 orang keluarga/
saudara dari warga yang pernah melakukan pernikahan.

b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara (diterima dan
dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya terdiri dari
bukti historis, dokumen atau laporan yang telah disusun
dalam arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan (data
dokumenter). Adapun data sekunder dalam penelitian ini
adalah buku atau I@&. jurnal, hasil-hasil penelitian
terdahulu, dangan dan lain-lain
terkait objeK

mpulan data
an, teknik

)ndisi yang

ebut pewawancara,
orang yang mengajUia aan. Sedangkan pihak kedua
disebut dengan pihak yang diwawancarai, yakni pihak yang
menjawab pertanyaan. Wawancara ini mempunyai fungsi
yang sama dengan observasi, sehingga wawancara juga
merupakan alat penelitian. Dengan melakukan wawancara
mendalam terhadap informan, peneliti dapat menemukan
alasan sebenarnya mengapa responden membuat keputusan
tersebut.*?> Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini

42 |da Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him. 82.
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melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan ulama di Desa
Blang Bladeh dan Blang Kuala. Selama wawancara, penulis
mengajukan pertanyaan rinci tentang tradisi pelarangan
pernikahan di desa tersebut, dan apa pandangannya terkait
hukum Islam. Semua informasi yang diperoleh dijelaskan
dalam satu data untuk melengkapi penelitian ini.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-
bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa
letak geografis, kondisifiasyarakat desa Blang Bladeh dan
, serta hal-hal lain yang
. Maka dalam hal ini,

ang Bladeh
atan. Data
but salah

penelitian kua : ; i alisis data dapat
dilakukan pada : gen maupun setelah
kembali dari lapangan. Dala an ini analisis data dilakukan
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis
mengikuti model analisis interaktif seperti yang diungkapkan oleh
Miles dan Huberman,* kata-kata tertulis atau pernyataan orang dan
perilaku yang diamati.

Setelah data lapangan tentang larangan pernikahan warga desa
Blang Bladeh dengan warga desa Blang Kuala terkumpul dan telah
dideskripsikan secara utuh, kemudian penulis akan menerapkan

43 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,
terj Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : Ul Press, 2009), him. 16-21
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analisis normatif terhadap larangan pernikahan warga desa Blang
Bladeh dengan warga desa Blang Kuala, menggunakan teori hukum
Islam, agar mendapat kejelasan mengenai hukumnya. Teori hukum
pernikahan yang ditemukan dalam berbagai literatur fikih digunakan
dalam analisis ini. Penulis juga menggunakan istilah kaidah ushul
figh yakni 'Urf, untuk menganalisis masalah ini. Sebagai hasil dari
analisis, ditarik kesimpulan mengenai larangan pernikahan antara
penduduk desa Blang Bladeh dan Blang Kuala dalam Perspektif
Hukum Islam.

H. Sistematika Pembah
Tesis ini dib ) gb atau pembahasan,

uan penelitian,
yang terdj 7 als gsalah, tujuan
i pka teori,

tl tentang
larangan
, larangan
dan wanita-

" Faktor vyang
antara warga desa
gaimana pandangan
masyarakat, tokoh adat da ma terhadap tradisi larangan
pernikahan antara warga desa Blang Bladeh dengan desa Blang
Kuala, kemudian apa akibat hukum dan sanksi adat larangan
pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa Blang
Kuala, dan juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
larangan pernikahan warga desa Blang Bladeh dengan warga desa
Blang Kuala.

Bab IV merupakan bab yang menjadi penutup dari
pembahasan-pembahasan, dalam hal ini penulis mengemukakan
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kesimpulan dan saran secara ringkas dan padat berkaitan dengan
tesis ini.
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